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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Bersarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berkaitan dengan peranan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan 

good governance di Kecamatan Natal Provinsi Sumatera Utara belum 

optimal dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good 

governance). Hal ini disebabkan tidak adanya laporan penyelenggaraan 

pemerintahan desa oleh kepala desa kepada BPD pada 2 (dua) lokasi 

penelitian, tidak diserahkannya laporan pertanggungjawaban pengelolaan 

dana desa oleh kepala desa kepada BPD, tidak adanya laporan BPD kepada 

Bupati melalui Camat, hal tersebut menyebabkan tidak terlaksananya 

prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.  

2. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam optimalisasi peranan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan desa dalam mewujudkan good governance di Kecamatan 

Natal Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut: 

a. Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja BPD 

b. Minimnya anggaran operasional BPD 

c. Kemempuan Sumber Daya Manusia (SDM) BPD yang belum memadai 

d. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan 
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3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan peran BPD terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan Good 

Governance di Kecamatan Natal Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut: 

a. Upaya peningkatan peningkatan sarana dan prasarana 

b. Peningkatan anggaran operasional 

c. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) BPD 

d. Pemberian peringatan terkait dengan laporan keterangan 

penyelenggaraan desa 

e. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan  

f. Membangun kerja sama 

g. Penyediaan mekanisme pangaduan 

B. Saran  

1. Untuk meningkatkan peranan pengawasan, BPD perlu mengikuti pelatihan 

dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) yang berkaitan dengan tugas dan 

kewenagan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.  

2. Untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan, BPD hendaknya terus 

aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan dan terjun langsung kelapangan untuk memastikan 

pengelolaan anggaran oleh Kepala Desa agar tepat sasaran.   

3. Untuk pemerintahan desa kiranya lebih membuka diri bekerja sama dengan 

BPD sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, karena selama ini pemerintahan desa belum kooperatif 

terhadap permintaan laporan dari BPD.  
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4. Untuk pemerintahan Kabupaten, kiranya Bupati dapat memberikan teguran 

terhadap BPD yang tidak dapat memberikan laporan pengawasan dan 

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa melalui Camat.  
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